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Kehadiran UU No0.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah tidak serta merta
membuahkan hasil sesuai dengan tuntutan stakeholders di daerah. Kenaikan pendapatan daerah dari Dana
Perimbangan setelah diterapkannya UU N0.25/1999 hanya cukup untuk membayar gaji pegawai limpahan
Kanwil-Kanwil yang telah diintegrasikan menjadi perangkat dinas-dinas daerah. Sehubungan dengan itu,
pokok masalahnya adalah langkah kebijakan apa yang harus ditempuh Pemerintah Propinsi DK Jakarta
agar lebih mampu meningkatkan pendapatan daerah guna memenuhi pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

<br /><br />

Langkah kebijakan dimaksud utamanya adal ah eksplorasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendekatan
yang ditempuh bersifat multi dimensional. Salah satu pendekatan tersebut adalah pendekatan melal ui
penelitian.

<br /><br />

Temuan hasil penelitian, yaitu: Kontribusi Pendapatan Adli Daerah (PAD) terhadap APBD sekitar 50 persen
lebih; Sumber pendapatan dari PAD yang potensial adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, sementara
sumber pendapatan dari laba BUMD kontribusinya relatif kecil; sumber pendapatan dari Dana Perimbangan
kenaikannya cukup besar, tetapi proporsinyalebih kecil dibandingkan dengan PAD, kontribusinya terhadap
APBD kurang dari 50 persen. Sumber pendapatan dari Dana Perimbangan yang potensial adalah Pajak Bumi
Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Sumber pendapatan dari
Sumber Daya Alam (SDA) relatif kecil.

<br /><br />

Berdasarkan temuan hasil penelitian seperti diuraikan diatas rekomendasi 1angkah kebijakan yang perlu
dilakukan adalah intensifikasi pengelolaan sumber PAD yang telah ada (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
BUMD); intensifikas pengelolaan PBB dan BPHTB, melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat
untuk menjajagi memperoleh bagian dari sumber-sumber lain dengan cara bekerja sama yang bersifat saling
menguntungkan.
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